MENGKAJI SUBSTANSI UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DALAM HAKIKATNYA SEBAGAI HUKUM DASAR TERTULIS

(ANALYZING SUBSTANCE OF THE 1945 CONSTITUTION OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AS A WRITTEN FUNDAMENTAL NORM)
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the written basic law. Initially, the 1945 Constitution of the Repubhc of Indonesia as the written basic law only
contains basic or fundamental rule of national life, while the more specific rules typically set forth in the form of
regulations below it. Conversely, the fact shows the substance containled, particularly related to Human Rights
has been very specific and almost no longer reflected as a written document that regulates the fundamentals of
national life. Therefore, a number of provisions in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia should be
re-examined to restore its nature as a written fundamental norm and the law that contains the basic and most
fundamental rule of national life.
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A. Pendahuluan

Dinamika  kebutuhan  ketatanegaraan
RepublikIndonesia,khususnyapascabergulirnya
reformasi kian mengalami perkembangan
yang cukup pesat. Berbagai aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara, khususnya dari
aspek ketatanegaraan ditata sedemikian rupa

guna menjawab tantangan zaman yang kian
kompleks. Kompleksitas persoalan-persoalan
ketatanegaraan itu sendiri mulai mengemuka
ketika terjadi perubahan paradigma dalam
penyelenggaraan pemerintahan, khususnya
pada masa transisi dari otoritarian menuju
sistem yang lebih demokratis.! Sebagai upaya

1 Retno Mawarini Sukmariningsih, Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Mimbar
Hukum FH UGM Yogyakarta, Volume 26 Nomor 2, Juni 2014, hlm. 196.
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- mengakomodasi berbagai perubahan yang
terjadi, maka dilakukanlah perubahan demi
_perubahan terhadap substansi UUD 1945.2
Hanya dalam kurun waktu yang tergolong
singkat, yaitu tahun 1999-2001 telah dilakukan
perubahan sebanyak 4 (empat) kali terhadap

sejumlah ketentuan dalam UUD (NRI Tahun)

- 1945.

Dalam perspektif kurun
perubahannya, dapat dikatak
perubahan  demi  peruba
menunjukkan adanya upayai1
pembenahan sekalig

tuntutan reformasi yang
1998 secara kompr
Dikatakan de

yang dilakukan |
hanya berselang
arus reformasi /s
maka menjad
untuk menga
melatarbelak

ketika itu.

Kendati
dimaksud di
4 (empat) kalid
secara berturt
perubahan te
satu kesatua
ulang hukum d
kebutuhan berban
lebih baik. Jika ket
berbagai perubaha
UUD 1945 dapat dikatal
baik dari segi substansi

Dari aspek sistemati
sebelum diubah terdiri dari
penamaan, yaitu “Pembukaan “{Brec
“Batang Tubuh” dan “Penjelasan”. &

dilakukan perubahan, sistematika dimaksud™

menjadi 2 (dua) bagian, yaitu “Pembukaan” dan
“Pasal-Pasal”. Keberadaan bagian ”"Penjelasan”
dihilangkan dengan pertimbangan untuk
menghindari kesulitan dalam menentukan
status bagian "Penjelasan” tersebut dari sisi
sumber hukum dan tata urutan peraturan
perundang-undangan.® Selanjutnya, sejumlah
materi muatan yang terkandung dalam
UUD 1945 juga turut mengalami perubahan
signifikan. Sebelum diubah, UUD 1945 terdiri
dari 16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan
Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah
perubahan, komposisi tersebut menjadi 21 Bab,
73 Pasal, 170 ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan dan
2 Pasal Aturan Tambahan.*

 substansi

Banyaknya perubahan yang terjadi, baik
dari aspek sistematika maupun komposisi
substansi yang terkandung di dalamnya serta
rentang waktu perubahan yang tergolong singkat
membuat banyak pihak memaknai perubahan
UUD 1945 sebagai suatu peristiwa yang sangat
identik dengan reformasi konstitusi. Perubahan
demi erubahan dimaksud disebut sebagai
: i bukan hanya dikarenakan
singkat, namun juga
§ ahan yang terjadi

dengan hakikat kedud
1§2¥5 : sebagai ‘hukum

yang terkand- UuuD

NRI Tahun 1945 yang rinci
berbagai ketentuan . tu akan
undamental

B NRI Tahun

‘Tahun 1945 masih
; sebuah konstitusi
anyaan yang lebih sederhana,
apakah UUD NRI Tahun 1945 masih memenuhi
kriteria sebagai sebuah hukum dasar tertulis
yang hanya mengatur masalah-masalah
ketatanegaraan paling pokok dan fundamental?
Hal inilah yang akan dikaji lebih lanjut dalam
tulisan ini.

B. Pembahasan

B.1l.Istilah, Pengertian dan Materi Muatan
Hukum Dasar atau Konstitusi

Istilah hukum dasar sesungguhnya
merupakan bahasa lain dari Undang-Undang
Dasar atau konstitusi. Oleh sebab itu, hukum
dasar sering juga disebut Undang-Undang Dasar
atau konstitusi yang penyebutannya sering

2 Istilah UUD 1945 digunakan sebagai nomenklatur terhadap UUD 1945 sebelum perubahan, sedangkan untuk nomenklatur UUD

1945 sesudah perubahan digunakan istilah UUD NRI Tahun 1945,

3 MPR RI, 2012. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, hlm. 19.

4 Ibid., hlm. 59.
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- tidak beraturan dan dipertukarkan antara satu
‘dengan lainnya. Namun demikian, perlu kiranya
_ untuk dipahami bahwa sekalipun hukum dasar
~ sering dipersamakan dengan istilah Undang-
' Undang Dasar atau konstitusi, sesungguhnya
‘istilah-istilah dimaksud memiliki perbedaan
signifikan. Kalaupun hendak dipersamakan
penggunaannya, barangkali hukum dasar
hanya identik dengan istilah konstitusi
sementara terhadap istilah Undang-U.
- Dasar, dapat dikemukakan bahwa ist '
.~ dasar memiliki makna berbeda der
tersebut. Hukum dasar atau J«
dari hukum dasar tertulis
sedangkan Undang-Undan
huku ar tertulis. D
dipahami bahwa Unda
merupakan bagian
konstitusi.

sar hanya
dasar atau

Hukum dasag
disebut dengan co
Indonesia dikenal
Di Perancis, dik
yang memiliki
di Belanda dise
undang-undang
tanah/dasar.’ Jay
sebagai Undang-

atau mendirikan maupun m
Hukum dasar lebih tepat diseb
konstitusi dan umumnya mencakugp
besar, yaitu hukum dasar tertulis atats
tertulis dan hukum dasar tidak tertu
konstitusi tidak tertulis. Hukum dasar tertuli
umumnya diwujudkan dalam bentuk Undang-
Undang Dasar, sedangkan hukum dasar tidak
tertulis atau konstitusi tidak tertulis umumnya
diwujudkan dalam bentuk konvensi.

Di negara-negara yang memiliki Undang-
Undang Dasar, konvensi atau praktik-praktik
yang timbul dalam penyelenggaraan negara
sekalipun tidak dituangkan secara tertulis,
namun keberadaannya mempunyai kekuatan
hukum yang sama dengan Undang-Undang

Mengkaji Subtansi UUD NRI Tahun 1945....(Janpatar Simamora)

Dasar.” Dilihat dari uraian tersebut, dapat
disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar
adalah bagian dari konstitusi. Konstitusi
atau hukum dasar memiliki cakupan yang
lebih luas dari Undang-Undang Dasar, sebab
Undang-Undang Dasar hanya merupakan
bagian dari suatu konstitusi atau hukum dasar.
Dalam kaitan itu, tulisan ini lebih cenderung

isti hukum dasar tertulis
D NRI Tahun 1945.

stitusi merujule

pada pengertian

Konstitusi sebagai landasa

lcehid herbangsa dan 't
konstitusionalism

#Hal-hal sebagai berikut:
kekuasaan (kekuasaan politik)

a) anatomi
tunduk pada hukum,;

b) jaminan dan perlindungan hak-hak asasi
manusia;

c) peradilan yang bebas dan mandiri; dan

d) pertanggungjawaban kepada rakyat
(akuntabilitas publik) sebagai sendi utama
dari asas kedaulatan rakyat."

L.J. Van Apeldoorn antara constitution
dengan gronwet. Istilah Gronwet atau Undang-

5  H. Dahlan Thaib, et.al., 2005. Teori dan Hukum Konstitusi, Cetakan Kelima, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 7.

6 Ibid., hlm. 7-8.

7 Abdul Rasyid Thalib, 2006. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,

Cetakan Pertama, Bandung; Citra Aditya Bakti, hlm. 76.

8 Taufiqurrohman Syahuri, 2011. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, hlm. 28.

9  Abdu Mukthie Fajar, 2006. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 16.
10 Jibong Lim, 2002. Korean Constitutional Court Standing at the Crossroads: Focusing on Real Cases and Variational Types of Decisions,

Loy. L. A. Int’1 & Comp. L. Rev, Vol. 24:327.
11 H. Dahlan Thaib,et.al., op.cit., hlm. 1-2.

293



fkemd '

‘Undang Dasar merupakan bagian tertulis
dari suatu konstitusi, sedangkan constitution
memuat, baik peraturan tertulis maupun
peraturan tidak tertulis.? Adapun Herman
Heller menjelaskan bahwa konstitusi dapat
dimaknai dalam 3 (tiga) pengertian:

a) konstitusi merupakan cerminan kehidupan

politik di dalam masyarakat sebagai suatu -

_ kenyataan.
b) konstitusi merupakan suatu
kaidah yang hidup dala '
atau dengan kata lain
mengandung pengertian
c) konstitusi yang dituli
sebagai undang-
berlaku dalam s

(dalam arti luas), hak-hak dari yang diperintah
serta hubungan antara yang diperintah dengan

pemerintah, termasuk masalah hak asasi
manusia.
Selain itu, KC. Wheare” juga turut

memberikan kontribusi pemikiran mengenai
konstitusi dengan mendefinisikan konstitusi
sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan
: ' berupa kumpulan peraturan,

ksud, maka

Pakar lain ya
tentang konstitus

2 (dua) pengertiz
a) konstitus

b) konstitusi
(yuridische
suatu nas
bangunan ;
pemerintahan

memuat,  se 2
sendi-sendi

Berbeda dengan ¥
para ahli sebagaimana*
penganut paham modern"]
pengertian konstitusi denga
Dasar. Sebut saja misalnya Ja [
mengemukakan bahwa konstitusi i
kerangka negara yang diorganisir
dan melalui hukum, dalam hal mana hukum
menetapkan pengaturan mengenai pendirian
lembaga-lembaganegarayangbersifat permanen,
fungsi alat-alat kelengkapan negara, serta hak-
hak tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kemudian CF. Strong® menyempurnakan
pandangan dimaksud dengan menguraikan
pendapatnya yang menyatakan bahwa suatu

konstitusi ~merupakan suatu  kumpulan
asas-asas yang ditujukan dalam rangka
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan

12 H. Dahlan Thaib,et.al., 2005, op.cit., hlm. 8.

bukan berart1 dapat
dasar tertulis

: un demikian
gienyangkal adanya
g penyelenggaraan sistem
he: ; dapat dikatakan relatif
sempurna 5 Jika dilakukan pemilahan lebih
lanjut, hanya Inggris dan Israel yang sampai
sekarang dikenal tidak memiliki naskah tertulis
yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar.
Kedua negara ini tidak membentuk suatu
konstitusi tertulis, namun kemudian dalam
praktiknya konstitusinya dikenal melalui
praktik ketatanegaraan yang dijalankan di
negara tersebut.’®

Terkaitdengan materimuatan atau substansi
yang terkandung dalam suatu konstitusi, dapat

13 Moh. Kusnardi dan Ha.rmally Ibrahim dalam H. Dahlan Thaib,et.al., 2005, ibid.,

14 Ibid., hlm. 10.

15 CF. Strong dalam H. Dahlan Thaib,et.al., 2005, ibid., hlm. 11-12.

16 CF. Strong dalam H. Dahlan Thaib,et.al., 2005, ibid., hlm. 12.
17 H. Dahlan Thaib,et.al., 2005, ibid., hlm. 13.

18 H. Soehino, 2009. Hukum Tata Negam Sifat Serta Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Yogyakarta: BPFE- -Yogyakarta, hlm..2.
19 Jimly Asshiddigie, 2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, him.

16-17.
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 keseluruhan,

S -_-.Apakah substansi yang ada dapat menunjukkan

serta menguatkan derajat dan keberadaan UUD

NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis

" atau substansi itu sendiri justru mengaburkan

' kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai

‘hukum dasar?. Dengan demikian, apakah
substansi yang terkandung dalam UUD NRI
Tahun 1945 telah sejalan dengan kriteria pokok
yang menunjukkan hakikat UUD NRI Tahy
1945 sebagai hukum dasar tertulis?.

Dilihat dari segi substansi
perubahan UU
dikelompokkan dalam 3 je
penghapusan atau pen
ketentuan, kedua men mn
embaga bar
ketentuan atau lemb
dari berbagai ketentus
khususnya setelah
terkandung dalamj
ini justru berpoter
NRI Tahun 194

di dalamnya,

ketentuan Unda
dan tambahan dim
ayat dan 5 bab.
UUD 1945 juga
Peralihan dan 2
Khusus mengenai
Peralihan, dapat d
sebelum perubahan ;
II sebelum perubahan d
dan II dan Pasal III serta
ditiadakan dan ditambah deng

Terdapat  sejumlah
terkandung dalam UUD NRI Tah
menunjukkan bahwa substansinya’ :
mengaburkan makna dan hakikat UUD
Tahun 1945 sebagai hukum dasar. Salah
satu yang paling menonjol adalah pengaturan
tentang hak asasi manusia. Ketentuan ini
diatur dalam BAB XA yang terdiri dari 10
Pasal, yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal
28J. Model pengaturan yang demikian cukup
menunjukkan bagaimana detailnya UUD NRI
Tahun 1945 mengatur masalah hak asasi
manusia. Hal semacam ini sesungguhnya tidak
lazim ditemukan dalam Undang-Undang Dasar
yang seyogianya hanya memuat aturan-aturan

substansi yang

Mengkaji Subtansi UUD NRI Tahun 1945....(Janpatar Simamora)
dasar.?! Perumusan norma tersebut dapat dikaji

ulang dengan mengikuti pola pengaturan yang
terdapat dalam naskah asli UUD 1945.

Selain berpotensi mengaburkan makna
dan hakikat UUD NRI Tahun 1945 sebagai
hukum dasar tertulis, pola pengaturan secara
detall tersebut juga menimbulkan problem lain
pengaturannya dalam peraturan

rkait. Sudah hampir
' akala substansi
I gatur secara

akan menyalin dan me
sudah diatur dalam UUD NR

) g—undang orgamk ya
atas dasar “perintah” da
1945. Di antara ung
a beberapa

ap’ umum, undang-
“pendidikan nasional
undang-undang lainnya.?*
Selain itu, ditemukan juga adanya pasal-pasal
atau ayat-ayat yang mengandung sejumlah
permasalahan seperti adanya tumpang tindih,
bahasa atau istilah-istilah yang tidak terpilih
yvang pada prinsipnya menunjukkan bahwa
betapa perancang perubahan UUD NRI Tahun
1945 kurang menguasai pengetahuan tentang
hukum atau ilmu perundang-undangan
maupun teknik-teknik pembentukan peraturan
perundang-undangan serta legal drafting.®

29 Taufiqurrohman Syahuri, 2011. Tafsir Konstitusi Berbagai..., op.cit.,, hlm. 41.
30 H. Soehino, 2004. Hukum Tata Negara: Sifat Serta Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Cetakan Pertama, Yogyakarta: BPFE- Yogyakarts. hlm. 36.

31 Dalam konstitusi Laos misalnya, hak asasi manusia diatur secara singkat walaupun terdiri dari beberapa pasal. Hal tersebut diatur
dalam Chapter IV Fundamental Rights and Obligation of Citizens Laos’s Constitution of 1991 with Amandments Through 2003.

32 H. Soehino, 2004. Ibid., hlm. 34.
33 Ibid.,

34 Ibid., hlm, 34-35.

35 Ibid., hlm. 36.
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‘Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi bahwa
ternyata perubahan demi perubahan dimaksud
‘tidak dilatarbelakangi oleh hal-hal yang bersifat
konstitusional. Yang lebih menonjol kemudian
adalah hal-hal yang lebih mengarah pada faktor
kepentingan, baik kepentingan perorangan
maupun kelompok atau golongan tertentu. ¢

Pola pengaturan yang demikian juga akan i

-semakin membuka ruang bagi lah1rnya kond:
dimana kemungkinan akan semakin®

undang-undang yang justru
dengan UUD. Hal ini jelas
untuk dielakkan. Semaki
dasar yang akan dijadi
semakin besar pula

Barangkali, hal i

) enjadi salah satu
penyumbang p

detail dalam m
kurang tepat ¢

UUD NRI Tahun 1&
dilakukan melalu

dimaksud hanya aka
ditemukan adanya persi
pertimbangan yang ben:
tidak terkontaminasi dengaz
kepentingan demi menge
dan kedudukan UUD NRI Tahu 1%
hukum dasar tertulis yang memua’
aturan pokok, dasar dan prinsipil tent:

kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Penutup

Proses perubahan yang dilakukan terhadap
UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis
bagi Indonesia patut dimaknai sebagai upaya
penyempurnaan aturan dasar kehidupan
kenegaraan di tanah air. Namun bila kemudian
dikaji dari substansi yang terkandung dalam
UUD NRI Tahun 1945, model pengaturan yang
dilakukan justru berpotensi menghilangkan
atau setidaknya mengurangi hakikat UUD NRI
Tahun 1945 itu sendiri sebagai hukum dasar
tertulis. UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum
dasar tertulis pada hakikatnya hanya memuat

36 Ibid.,
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S

-hadap maraknya__ £

aturan dasar. Adapun aturan rincinya lazimnya
diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan
perundang-undangan di bawahnya.

Mengingat subtansi yang terkandung dalam
UUD NRI Tahun 1945 tergolong rinci dan hampir
tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah
dokumen tertulis yang mengatur hal-hal pokok
zat mendasar mengenai kehidupan
ernegara, kiranya sejumlah
DRI Tahun 1945 perlu
igaturan yanglebih

dimaksud 7
matang serta pen
terkontaminasi
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